SALINAN

WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN SISTEM APLIKASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang: a. bahwa dalam Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah yang efektif, efesien dan
akuntabel perlu didukung sistem aplikasi
perencanaan pembangunan daerah berbasis
elektronik (e-planning);

b. bahwa sistem aplikasi perencanaan pembangunan
daerah berbasis elektronik (e-planning) merupakan
perwujudan penyelarasan perencanaan
pembangunan di daerah yang dapat
mendokumentasikan tahapan proses perencanaan
dengan jangka waktu tertentu menetapkan
rencana program kegiatan tahunan daerah serta
menjadi rujukan bersama seluruh pemangku
kepentingan pembangunan di daerah;

C. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah  Daerah,
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, dilakukan berbasis e-planning;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman
Penggunaan Sistem  Aplikasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik;

Mengingat...



Mengingat

—_

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II
Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017
tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6123);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 182);

10. Peraturan Menteri...



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Bomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru
(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarbaru Nomor 37);

13. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah
Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN

PENGGUNAAN SISTEM APLIKASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kota Banjarbaru.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota
Banjarbaru.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah...



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu
Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah
yang memiliki tugas pokok pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis perencanaan pembangunan serta penyusunan,dan
pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.

Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru;

Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber
daya yang ada.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode
20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan
daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan daerah untuk periode
S (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program
Walikota dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan
memperhatikan RPJM Nasional

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personal, barang modal
termasuk peralatan dan tekhnologi, dana atau kombinasi dari beberapa
atau kesemua jenis sumberdaya sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat
Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan daerah.

Musrenbang Kelurahan adalah musrenbang yang dilaksanakan di
tingkat Kelurahan.

Musrenbang Kecamatan adalah musrenbang yang dilaksanakan di
tingkat kecamatan.

Musrenbang RKPD adalah musrenbang yang dilaksanakan dalam
tahapan penyusunan RKPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKPD
Provinsi dan RKP.

Rencana Kerja PD yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen
perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.

19. Tim Anggaran...



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
diketuai oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyusun
rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Masyarakat adalah orang perseorangan, warga Negara Indonesia,
kelompok masyarakat, dan atau Organisasi Kemasyarakatan.

Pokok Pokok Pikiran DPRD adalah usulan kegiatan yang berasal dari
hasil reses DPRD Kota Banjarbaru yang diusulkan dan di input ke
dalam aplikasi E-Planning.

Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik
maupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau
situasi tertentu.

Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data,
penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencairan
terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan
terhadap data, penyimpanan data yang telah akurat dan lainnya sesuai
dengan yang diinginkan pegawai.

Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih
berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian
nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan
keputusan.

Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik yang
selanjutnya disebut Aplikasi E-Planning adalah aplikasi yang digunakan
untuk membantu perumusan kebijakan dalam penyusunan dokumen
rencana pembangunan daerah merumuskan kebijakan dalam
penyusunan rencana pembangunan daerah berbasis daring.

Administrator aplikasi E-Planning adalah orang atau sejumlah orang
yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai

pengguna.

Kegiatan eksternal adalah usulan kegiatan yang berasal dari hasil reses
DPRD Kota Banjarbaru, dunia usaha, perguruan tinggi dan umum yang
diusulkan dan di input ke dalam aplikasi e-Perencanaan atau E-
Planning oleh admin Sekretariat DPRD, Kelurahan dan SKPD yang
terintegrasi dengan proses musrenbang atau pada tahapan
perencanaan pembangunan .

Memasukan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan
oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.

Memperbaharui adalah proses merubah hasil pengisian usulan
kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.

Menghapus adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan
apabila terjadi kekeliruan dalam proses penginputan data kegiatan.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk :

a.

b.

mengatur pengelolaan aplikasi E-Planning untuk seluruh pemangku
kepentingan pembangunan di Daerah; dan

mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data dan
penetapan rencana kegiatan untuk perencanaan dan penganggaran
Daerah.

Pasal 3...



Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :
a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi e-planning

bagi seluruh pengguna;

b. menciptakan konsistensi terhadap dokumen perencanaan dari RPJPD,
RPJMD, RENSTRA RKPD dan Renja yang selanjutnya dituangkan
menjadi RKA dan DPA;

c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas
perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah; dan

d. mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara
konsisten hasil perencanaan dan penganggaran yang berkualitas.

Pasal 4
(1) Penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah diwajibkan
menggunakan Aplikasi E-Planning.
(2) Dokumen rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yaitu:
a. RPJMD dan Perubahan RPJMD;
RKPD dan perubahan RKPD;
Renstra PD dan Perubahan Renstra PD;
Renja PD dan Perubahan Renja PD;
KUA dan Perubahan KUA;
PPAS dan Perubahan PPAS;
RKA-PD dan Perubahan RKA-PD;

® ™o o0 o

Pasal 5

(1) Bagi Perangkat Daerah yang dalam hal Penyusunan dokum en rencana
pembangunan daerah tidak menggunakan Aplikasi E-Planning maka
proses perencanaan dan penganggaran akan terhambat dan
penyelenggaraan pembangunan daerah tidak sesuai ketentuan.

(2) Bagi Perangkat Daerah yang dalam hal Penyusunan dokumen rencana
pembangunan daerah tidak menggunakan Aplikasi E-planning maka
dilakukan hal sebagai berikut :

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis (surat); dan

c. dilakukan tindakan pemanggilan Perangkat Daerah terkait untuk
menyelesaikan permasalahan penyebab tidak digunakannya
Aplikasi E-planning.

BAB II
PENGELOLAAN APLIKASI E- planning

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6
(1) Aplikasi E-Planning digunakan wuntuk membantu penyusunan

perencanaan dan penganggaran di Kota Banjarbaru agar konsisten,
efektif dan efesien yang diartikan sebagai berikut :

a. konsisten,...



a. konsisten, aplikasi E-planning digunakan untuk menciptakan

kesesuai antar Dokumen perencanaan dan penganggaran yang
dijabarkan menjadi Program dan kegiatan tersebut;

efekif, aplikasi E-planning merupakan alternative atau pilihan cara
daerah untuk mempermudah pencapaian tujuan pembangunan
daerah yang tepat, sehingga penyusunan dokumen perencanaan
dan penganggaran dapat dilakukan dengan mudah dan sesuai
dengan ketentuan; dan

efisien, aplikasi E-planning sangat membantu dalam hal pencapaian
hasil yang optimal proses penyusunan dokumen perencanaan dan
penganggaran dapat dilakukan dengan waktu yang lebih cepat.

(2) Penyusunan perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a.

(1)

(2)

(1)

b.

C.

o a

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
Perubahan RPJMD;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan RKPD;
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Perubahan
Renstra PD;

Renca Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Perubahan Renja PD;
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan KUA Perubahan;

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Perubahan PPASP;
dan

Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) dan RKA
Perubahan PD.

Bagian Kedua
Penanggungjawab Aplikasi E-Planning

Pasal 7

Untuk pelaksanaan Aplikasi E-Planning ditunjuk Penanggungjawab
Aplikasi E-Planning.

Penanggungjawab Aplikasi E-Planning.sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari:

a.

b.

Kepala Bappeda sebagai penanggungjawab pengelolaan Aplikasi E-
Planning.

Kepala Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi Bappeda sebagai
penanggung jawab teknis Aplikasi E-Planning; dan

Kepala Sub Bidang Penyusunan Program Bappeda dan Kepala Sub
Bidang Evaluasi Bappeda selaku Administrator Pusat/Super
Admin sebagai penanggung jawab pelaksanaan penggunaan
Aplikasi E-Planning.

Pasal 8

Administrator Pusat Aplikasi e-planning sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf ¢ bertanggung jawab terhadap:

a. Keberlangsungan,...



(1)

(2)

(1)

(2)

a. Keberlangsungan, kelancaran dan keamanan Aplikasi e-planning.

Pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang

masuk dalam sistem Aplikasi e-planning.

c. Keamanan aplikasi; dan

d. Penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi e-
planning.

o

Bagian Ketiga
Tim Pengelola Aplikasi E-Planning.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Administrator Pusat Aplikasi E-Planning dibantu oleh Tim
Pengelola Aplikasi, yaitu tenaga ahli dibidang sistem informasi dan
teknologi dan Tim Pendamping.

Tenaga ahli dan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Kepala Bappeda.

Pasal 10

Tenaga ahli dan Tim Pendamping E-Planning sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan
terhadap keberlangsungan Aplikasi E-Planning.

Tenaga ahli dan Tim Pendamping E-Planning, dapat diberikan
honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian keempat
Pengguna Aplikasi E-Planning

Pasal 11

Pengguna aplikasi e-planning terdiri dari :

a.

o a0 o

Pengguna eksekutif, yaitu Walikota dan Wakil Walikota serta Sekretaris
Daerah Kota;

pengguna bidang yaitu Kepala Bidang dan Sub Bidang Teknis Bappeda
pengguna legislatif yaitu DPRD;

pengguna pengawas yaitu Inspektorat;

pengguna admin perangkat daerah yaitu Kepala Perangkat Daerah;
pengguna kecamatan yaitu Kecamatan; dan

pengguna TAPD yaitu Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Walikota dan Wakil Walikota selaku pengguna eksekutif dapat mengakses
seluruh data perencanaan dan penganggaran pada aplikasi E-Planning.

Pasal 13

Sekretaris Daerah selaku pengguna eksekutif dapat mengakses seluruh
data perencanaan dan penganggaran pada aplikasi E-Planning.

Pasal 14...



Pasal 14
Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang Bappeda selaku pengguna bidang
melakukan verifikasi usulan dan Memasukan data usulan pada setiap
tahapan proses perencanaan dan penganggaran dalam E-Planning.

Pasal 15
(1) DPRD selaku pengguna legislatif mengusulkan pokok-pokok pikiran
DPRD berdasarkan hasil reses dalam Aplikasi E-Planning.
(2) Untuk mengusulkan hasis reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Masing-masing anggota DPRD mendapatkan pengguna legislatif.

Pasal 16
Inspektorat selaku pengguna pengawas dapat mengakses data perencanaan
dan penganggaran untuk kepentingan pengawasan.

Pasal 17
Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna admin perangkat daerah dapat:
a. mengusulkan kegiatan pada penyusunan perencanaan dan
penganggaran pada aplikasi E-Planning.
b. memverifikasi, menolak atau menyetujui usulan Musrenbang dari
Kecamatan dan usulan pokok-pokok pikiran DPRD.

Pasal 18
Camat selaku pengguna kecamatan mengusulkan kegiatan hasil
Musrenbang Kecamatan kepada Perangkat Daerah dalam Aplikasi E-
Planning.

Pasal 19
Tim Anggaran Pemerintah Daerah selaku pengguna TAPD memverifikasi
kegiatan dan anggaran pada tahap penganggaran dalam Aplikasi E-
Planning.

Bagian Kelima
Pengelolaan E-Planning Pada SKPD dan Kecamatan

Pasal 20
(1) Pengelolaan Aplikasi E-Planning pada SKPD dan Kecamatan
dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Sekretariat/Bidang yang menangani perencanaan pada SKPD dan
Kecamatan mengelola aplikasi E-Planning;

b. Sekretaris SKPD dan/atau Kepala Bagian yang menangani
perencanaan sebagai penanggungjawab harian pengelola Aplikasi e-
planning; dan

c. Kepala Subbagian perencanaan SKPD dan Kecamatan selaku
adminstrator SKPD dan Kecamatan.

(2) Administrator SKPD dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) buruf c bertanggungjawab:

a. mengkoordinasikan...



a. mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi E-Planning lingkup SKPD
dan Kecamatan; dan

b. melakukan distribusi usulan kegiatan ekternal ke setiap bidang pada
SKPD dan Kecamatan.

(3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), administrator pada SKPD dan Kecamatan dibantu oleh Operator
Aplikasi E-Planning, yang bertugas :

a. melakukan verifikasi/persetujuan terhadap okok-pokok pikiran dan
hasil prioritas Musrenbang Kecamatan;

b. melakukan Memasukan/Memperbaharui/Menghapus usulan
kegiatan SKPD dan Kecamatan kedalam Aplikasi E-Planning beserta
kelengkapan administrasi kegiatan; dan

c. melakukan Memasukan/Memperbaharui/Menghapus usulan
kegiatan eksternal kedalam Aplikasi e-planning beserta kelengkapan
administrasi kegiatan.

(4) Operator Aplikasi E-Planning pada SKPD ditunjuk oleh Kepala SKPD.

(5) Operator Aplikasi E-Planning pada Kecamatan ditunjuk oleh Camat.

(6) Penunjukan Operator Aplikasi E-Planning sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dan (5) disampaikan kepada Bappeda untuk ditetapkan dengan

Keputusan Bappeda.

Bagian Keenam
Akses

Pasal 21
(1) Penggunaan aplikasi E-Planning oleh semua pengguna diatur dalam
panduan teknis penggunaan aplikasi E-Planning dan dapat berubah
sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(2) dalam hal pengguna E-Planning melanggar ketentuan dan mengganggu
keamanan sistem, Administrator = pusat  E-Planning  dapat
memberhentikan pengguna E-Planning,.

BAB III
MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN PADA E-PLANNING

Pasal 22
(1) Pengusulan kegiatan pada E-Planning dilaksanakan sesuai jadwal
penyusunan RKPD.
(2) Ketentuan Pengusulan dan jadwal penyusunan sebagaimana dimaksud
ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Bappeda.

Pasal 23
Pengusulan kegiatan melalui E-Planning, dilaksanakan dengan persyaratan
sebagai berikut:
a. surat Pengantar usulan dari Kepala SKPD dan Kecamatan,;
b. rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Pasal 24
Penanggung jawab kegiatan yang disampaikan melalui Aplikasi E-Planning
terdiri dari:
a. Kepala SKPD...



a. Kepala SKPD bertanggung jawab terhadap usulan kegiatan yang
disampaikan melalui E-Planning sesuai persyaratan dan prosedur yang
berlaku; dan

b. Pengguna atau adminstrator SKPD dan Kecamatan bertanggung jawab
terhadap pengusulan kegiatan yang disampaikan melalui E-Planning
sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Pasal 25
Dalam proses pengusulan kegiatan pada Aplikasi E-Planning, SKPD
melakukan:
a. verifikasi usulan kegiatan dari hasil Musrenbang Kecamatan dan
Kelurahan serta usulan eksternal;
b. Memasukan/Memperbaharui/Menghapus usulan renja awal yang
terdiri dari usulan kegiatan SKPD, dan usulan eksternal SKPD; dan
c. penyelarasan usulan renja awal dengan isu strategis dalam RKPD dan
RPJMD Kota Banjarbaru.
Pasal 26
Penyampaian pokok-pokok pikiran kegiatan hasil reses DPRD dimasukkan
ke dalam Aplikasi E-Planning oleh admin Sekretariat DPRD sesuai tahapan
proses perencanaan pembangunan.

Pasal 27
(1) Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
huruf a dilakukan dengan maksud :

a. mewujudkan konsistensi usulan kegiatan sesuai dengan
kelengkapan administrasi kegiatan;

b. menyelaraskan usulan rancangan renja awal SKPD dengan isu
strategis dalam RKPD berdasar renstra SKPD dan RPJMD Kota
Banjarbaru; dan

c. melakukan seleksi terhadap wusulan dari SKPD dan usulan
eksternal.

(2) Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam Aplikasi E-Planning.

Pasal 28
Pelaksanaan verifikasi dapat dilaksanakan setiap saat dan/atau
menyesuaikan dengan jadwal penyusunan dokumen RKPD dan jadwal
penyusunan dokumen perubahan RKPD.

Pasal 29
(1) Dalam penyusunan usulan kegiatan ditunjuk penanggung jawab sesuai
ruang lingkup bidang.
(2) penanggung jawab sesuai ruang lingkup bidang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagai berikut:
a. Penanggungawab bidang adalah Kepala Bidang pada Bappeda
selaku koordinator administrator bidang;
b. Masing-masing Kepala Bidang di Bappeda bertanggungjawab
terhadap seluruh usulan kegiatan sesuai tugas dan fungsi; dan

c. Kepala Bidang...



c. Kepala Bidang dibantu oleh kepala sub bidang untuk melakukan
proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan
kegiatan pada setiap tahapan perencanaan di dalam Aplikasi E-
Planning.

Pasal 30
(1) Dalam proses usulan kegiatan dilaksanakan proses pendampingan,
seleksi dan pendalaman dalam rangka memilah dan memilih usulan
kegiatan untuk mewujudkan konsistensi usulan pada setiap tahapan
perencanaan.
(2) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan
kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap :
a. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang
terdapat dalam RPJMD;
b. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang
tertuang dalam RKPD;
c. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan renstra SKPD;
d. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
bersangkutan; dan
e. kesesuaian dengan tingkat kebutuhan, skala prioritas,
kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta
interkoneksitas dengan indikator yang telah ditetapkan.

Pasal 31
Kepala Bidang pada Bappeda melaporkan secara periodik hasil
pendampingan, seleksi dan pendalaman pada setiap tahapan perencanaan
di dalam Aplikasi E-Planning kepada Kepala Bappeda.

Pasal 32
Hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman usulan kegiatan pada setiap
tahapan perencanaan menjadi masukan pada dokumen RKPD, RKPD
Perubahan dan rencana kerja SKPD.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 33
Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pengelolaan Aplikasi E-Planning sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34
Perbaikan dan penyempurnaan Aplikasi E-Planning dapat dilakukan untuk

menyesuaikan dengan kebutuhan proses perencanaan.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 35...



Pasal 35
ketentuan pengawasan penggunaan Aplikasi E-Planning oleh Kepala
Daerah sebagai Penanggungjawab penyelenggaraan pemerintah daerah di
Kota Banjarbaru.

BAB VII
ANGGARAN

Pasal 36
Anggaran pelaksanaan Sistem Aplikasi E-Planning yang diatur dalam
Peraturan Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penepatannya dalam Berita Daerah Kota
Banjarbaru

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 26 Desember 2019
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